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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Indonesia masih memiliki masalah mengenai kepatuhan wajib pajak atau 
tax ratio pada saat ini. Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya perlu ditingkatkan demi terciptanya target pajak yang diinginkan. 
Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah 
tingkat kepatuhan wajib pajak di negara tersebut. Kepatuhan pajak adalah suatu 
ukuran yang secara teoritis dapat digambarkan dengan mempertimbangkan tiga 
jenis kepatuhan seperti kepatuhan dalam pembayaran, kepatuhan dalam 
penyimpanan, dan kepatuhan dalam melaporkan. Wajib pajak patuh akan 
kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma 
(Dhanayanti dan Suardana, 2017). 
Ketidakpatuhan wajib pajak secara tidak langsung menyebabkan 
berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara. Berkurangnya penerimaan pajak 
dapat menghambat jalannya roda pemerintahan karena sebagian besar 
pengeluaran negara dibiayai oleh penerimaan pajak. Selain berperan dalam 
membiayai pembangunan, pajak juga berperan dalam membiayai pengeluaran 
rumah tangga pemerintahan serta sebagai alat untuk membuat kebijakan ekonomi 
(Noviantari dan Setiawan, 2018).   
Berdasarkan data pada nota keuangan dan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), realisasi penerimaan pajak selama 
kurun waktu empat tahun terakhir belum pernah mencapai target yang telah 
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dianggarkan. Tabel 1.1 berikut ini menyajikan data mengenai tingkat capaian 
penerimaan pajak selama tahun 2014 hingga 2017. 
Tabel 1.1 
Tingkat Capaian Penerimaan Pajak Tahun 2014-2017 
(dalam Triliun Rupiah) 
Tahun APBN-P Realisasi Capaian (%) 
2014 878,69 873,87 99,45 
2015 1.016,24 980,52 96,48 
2016 1.148,36 1.077,31 93,81 
2017 1.246,11 1.146,87 92,03 
  Sumber: www.kemenkeu.go.id 
 
Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sejak tahun 2014 hingga 2017, tingkat 
capaian penerimaan pajak justru semakin menurun. Tingkat capaian penerimaan 
pajak diperoleh dengan cara membandingkan angka realisasi dengan angka 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Hal ini 
menunjukkan bahwa kinerja pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) dalam 
memenuhi target penerimaan pajak semakin menurun. 
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak yang antara lain yaitu persepsi kualitas pelayanan, 
pemahaman, persepsi sanksi perpajakan, lingkungan, keadilan sistem perpajakan 
dan kesadaran wajib pajak. 
Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah 
persepsi kualitas pelayanan. Semakin baik kualitas pelayanan akan menyebabkan 
semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan dari kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Konsumen 
akan cenderung meningkatkan kepatuhan pajak apabila konsumen merasa puas 
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akan pelayanan yang diberikanoleh petugas pajak dalam melayani kebutuhannya 
selama mengurus pajak (Pratiwi dan Setiawan 2014). Hasil penelitian Noviantari 
dan Setiawan (2018) serta Astina dan Setiawan (2018) menunjukkan bahwa 
persepsi kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Namun hasil penelitian Asbar (2014) menunjukkan bahwa persepsi 
kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah 
pemahaman. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan dengan 
baik dan benar akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT, 
dan menyetorkan pajaknya, sehingga menyebabkan wajib pajak semakin enggan 
untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang kurang memahami 
peraturan perpajakan akan menjadikan wajib pajak tersebut termasuk ke dalam 
kelompok wajib pajak yang tidak patuh. Pemahaman wajib pajak tentang pajak 
yang baik akan dapat memperkecil adanya tax evasion (penggelapan pajak). 
Memahami peraturan perpajakan berarti memahami sanksi-sanksi yang akan 
didapat apabila melanggar peraturan tersebut, sehingga akan meminimalisir wajib 
pajak menjadi tidak patuh (Noviantari dan Setiawan, 2018). Hasil penelitian 
Noviantari dan Setiawan (2018) serta Astina dan Setiawan (2018) menunjukkan 
bahwa pemahaman berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Namun hasil penelitian Asbar (2014) menunjukkan bahwa pemahaman 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi 
sanksi perpajakan. Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan telah 
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dibuktikan memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. 
Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara 
perpajakan. Harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya agar peraturan 
perpajakan dipatuhi.Sanksi pajak merupakan faktor yang memberikan pengaruh 
terbesar terhadap kepatuhan wajib pajak dan ini berhubungan dengan sanksi yang 
tidak ringan yang dapat diterima oleh wajib pajak ketika terdapat suatu 
keterlambatan atau bahkan pelanggaran administratif atau pidana terhadap 
penetapan pajak atas wajib pajak tersebut. (Dewi dan Setiawan, 2016). Hasil 
penelitian Dewi dan Setiawan (2016) serta Sari dan Wirakusuma (2018) 
menunjukkan bahwa persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Namun hasil penelitian Asbar (2014) menunjukkan bahwa persepsi 
sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah 
lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki 
makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu. Berdasarkan definisi tersebut 
dapat dikatakan bahwa lingkungan wajib pajak dapat memengaruhi individu untuk 
patuh ataupun tidak terhadap kewajiban perpajakannya. Jika lingkungan wajib 
pajak termasuk lingkungan yang patuh, maka wajib pajak juga memiliki 
kecenderungan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Noviantari dan 
Setiawan, 2018). Hasil penelitian Noviantari dan Setiawan (2018) menunjukkan 
bahwa lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil 
penelitian Kawengian, dkk (2017) menunjukkan bahwa lingkungan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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Faktor kelima yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah keadilan 
sistem perpajakan. Keadilan pajak merupakan kunci variabel non ekonomi yang 
mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Pajak dipandang adil oleh wajib pajak 
jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan 
manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban 
pajak yang telah dikeluarkan. Keadilan merupakan persepsi ekuitas individu 
sebagai sistem pajak, ketika wajib pajak merasa tidak adil dengan pajak yang 
dibayar maka akan mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh. Tingkat 
keadilan pajak dapat diukur melalui struktur tarif pajak yang mempengaruhi 
perilaku kepatuhan wajib pajak. Masyarakat menganggap bahwa beban pajak 
yang adil adalah beban pajak yang disesuaikan dengan tingkat penghasilan dan 
tidak sama bagi setiap individu. Reformasi perpajakan yang telah dilakukan dalam 
sistem perpajakan dan tata cara perpajakan yang mengedepankan rasa keadilan 
akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan wajib pajak semakin 
patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya (Dhanayanti dan Suardana, 
2017). Hasil penelitian Dhanayanti dan Suardana (2017) serta Asbar (2014) 
menunjukkan bahwa keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
Faktor keenam yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah 
kesadaran wajib pajak. Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban 
perpajakannya juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang 
pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban 
perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Meningkatkan 
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pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa 
berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban 
perpajakannya. Apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan masih rendah maka 
akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan 
(Pratiwi dan Setiawan, 2014). Hasil penelitian Sari dan Wirakusuma (2018) serta 
Astina dan Setiawan (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian Asbar 
(2014)menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak 
konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan 
wajib pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Noviantari dan 
Setiawan (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Noviantari dan 
Setiawan (2018) yang pertama penambahan variabel independen keadilan sistem 
perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Keadilan sistem perpajakan ditambahkan 
sebagai variabel independen karena reformasi perpajakan yang telah dilakukan 
dalam sistem perpajakan yang mengedepankan rasa keadilan akan meningkatkan 
kepercayaan terhadap pemerintah dan wajib pajak semakin patuh untuk 
melakukan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak ditambahkan 
sebagai variabel independen karena meningkatkan pengetahuan masyarakat 
tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa berdampak positif 
terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. 
Kedua, jika dalam penelitian Noviantari dan Setiawan (2018)obyek penelitiannya 
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adalah KPP Pratama Badung Selatan, sedangkan dalam penelitian ini obyek 
penelitiannya adalah KPP Pratama Kudus.  
Data di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak belum 100% 
yang membayarkan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Berdasarkan 
uraian di atas penelitian ini bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul 
“PENGARUH PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN, PEMAHAMAN, 
PERSEPSI SANKSI PERPAJAKAN, LINGKUNGAN, KEADILAN 
SISTEM PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG 
PRIBADI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR 
PELAYANAN PAJAK  PRATAMA KUDUS”. 
1.2 Ruang Lingkup 
Agar penelitian ini lebih terfokus, maka penelitian ini perlu diadakan 
pembatasan penelitian sebagai berikut: 
1. Responden penelitian adalah wajib pajak orang pribadiyang terdaftar di 
KPP Pratama Kudus. 
2. Variabel penelitian dibatasi menjadi: 
a. Variabel dependen : kepatuhanwajib pajak. 
b. Variabel independen : persepsi kualitas pelayanan, pemahaman, 
persepsi sanksi perpajakan, lingkungan, keadilan sistem perpajakan 
dan kesadaran wajib pajak. 
1.3 Rumusan Masalah 
Perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah persepsi kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 
8 
 
 
kepatuhanwajib pajak?  
2. Apakah pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhanwajib pajak?  
3. Apakah persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap 
kepatuhanwajib pajak?  
4. Apakah lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhanwajib pajak?  
5. Apakah keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap 
kepatuhanwajib pajak?  
6. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhanwajib 
pajak? 
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk : 
1. Menguji secara empiris pengaruh persepsi kualitas pelayanan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
2. Menguji secara empiris pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
3. Menguji secara empiris pengaruh persepsi sanksi perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
4. Menguji secara empiris pengaruh lingkungan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
5. Menguji secara empiris pengaruh keadilan sistem perpajakanterhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
6. Menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
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1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini antara lain: 
1. Bagi Akademik 
Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk 
menambah pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak sehingga anggaran penerimaan negara yang berasal dari 
pajak dapat meningkat. 
2. Manfaat Praktik 
a. Bagi Direktorat Jendral Pajak 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi 
Direktorat Jendral Pajak mengenai kepatuhan wajib pajak oleh wajib 
pajak orang pribadi berkaitan dengan persepsi kualitas pelayanan, 
pemahaman, persepsi sanksi perpajakan, lingkungan, keadilan sistem 
perpajakan dan kesadaran wajib pajak. 
b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi 
kantor pajak untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak 
berkaitan dengan pelaporan pajak. 
c. Bagi Wajib Pajak 
Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak dalam membayar pajak karena persepsi kualitas pelayanan, 
pemahaman, persepsi sanksi perpajakan, lingkungan, keadilan sistem 
perpajakan dan kesadaran wajib pajak. 
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d. Bagi Penelitian Selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi 
peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai kepatuhan membayar 
pajak dengan populasi yang berbeda. 
 
